Modul Pertemuan XI-XII

Etika Bisnis

P e n d a h u l u a n
Kegiatan apapun tanpa melalui proses perencanaan akan sulit mendapatkan hasil yang memadai. Karena pelaksanaan kegiatan berjalan sebagaimana adanya tanpa melihat kejadian masa lalu dan Memperhatikan perubahan masa depan. Begitu pula dalam mengelola sebuah perusahaan manajer harus Merencanakan bisnisnya yang berguna untuk pedoman pelaksanaan dan sebagai evaluasi kinerjanya.

Lima  pemegang  kepentingan  utama  dalam  bisnis ( Five Key Stake holders business Indonesia)

· pemilik (owners): setiap bisnis dimulai dari hasil ide mengenai barang dan jasa oleh orang Yang disebut wirausaha (entrepreneur). Ia mengorganisasikan (organize) dan mengelola resiko Yang dihadapi mulai dari permulaan bisnis. Pemilik tunggal, banyak, dan perseroan (kepemilikan dalam saham) kreditur (creditors): perusahaan memerlukan dana lebih daripada yang didapat dari

· Pemilik. Kreditur dapat memberikan solusi sebagai penyedia pinjaman untuk memulai bisnis. Contoh : bank mandiri, bank bni, bank bca, bank muamalat dan sebagainya.

· Pekerja (employees): hasil ide pemilik untuk membangun bisnisnya, harus didukung Karyawan. Karyawan yang direkrut untuk menyelenggarakan bisnis.

· Pemasok (suppliers): menyelenggarakan bisnis membutuhkan bahan (material) yang Dibutuhkan untuk produksi melalui pemasok. Produk yang dijual hendaknya harus Berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi . Produk kualitas harus melalui proses Mengubah bahan berkualitas melalui cara produksi yang efektif, efesien dan produktif . Kualitas bahan dan kesinambungan bahan perlu dicermati dalam memilih pemasok.

· Pelanggan (customers): tujuan akhir dari bisnis adalah sejauhmana produk atau jasa dapat Memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Bagaimanapun perusahaan harus tahu Tentang apa kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dengan demikian apa yang ditawarkan Kepada mereka dapat direspon dengan baik. Interaksi antara pemegang kepentingan utama, dapat diilustrasikan dibawah ini :
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MENCIPTAKAN IDE BISNIS

Orang akan tertarik membangun bisnis hanya apabila mereka mengharapkan imbalan untuk usahanya. Imbalan tersebut diantranya adalah :

· Kesempatan mendapatkan imbalan yang besar.

· Menjadi atasan bagi mereka sendiri daripada bekerja dengan orang lain

· Tertarik dengan tantangan dan prestise

Supaya bisnis berhasil, suatu perusahaan harus mempunyai keungggulan kompetitif atau sifat unik atas produk/jasanya.

Pengaruh Teknologi Dalam Menciptakan Bisnis
Peranan Teknologi penting dalam perkembangan perusahaan. Dengan penerapan teknologi terhadap mesin baru proses produksi atau kegiatan bisnis lainnya dapat berjalan lancar dan mampu meningkatkan produktivitas kerja serta mampu memenuhi permintaan pasar. Demikian juga Teknologi Informasi mampu meningkatkan dukungan informasi untuk pengabilan keputusan dan meningkatkan daya saing perusahaan. Pemilik Perusahaan Perusahaan dijalankan oleh karyawan Pelanggan Kreditur Pemasok Dana Investasi Pembelian

Tujuan Manajer
Memaksimalkan Nilai Firma.. Nilai sebuah firma diukur dari seberapa besar kemampuan mendapatkan laba. Manajer selaku pengelola dituntut mampu mengatur sumber daya perusahaan se-efektif dan seefisien mungkin. Arah tujuan harus dijadikan pedoman pengelolaan.

Lima Fungsi  Utama  Bisnis ( Five Key Functions Of Business )
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Tiga Keputusan Biasa Dalam Bisnis ( Three Common Business Decicion )
ð Keputusan manajemen (Management decision)

· Perlengkapan mesin apa yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk ?

· Berapa karyawan yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk ?

· Bagaimana dapat memotivasi karyawan agar bekerja lebih baik ?

ð Keputusan pemasaran (Marketing decision)

· Barapa harga jual atas produk ?

· Apakah harus ada inovasi produk lama ?

· Apakah promosi iklan harus dibuat ?

ð Keputusan keuangan (Finance decision)

· Apakah menjual saham atau meminjam kepada Bank ?

· Berapa jangka waktu pengembalian hutang ?

· Apakah perusahaan harus investasi ke dalam bisnis baru ?

Langkah - Langkah Untuk Menciptakan Ide Bisnis ( Steps For Creating A Business Idea )
ð Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan (Identify Consumer Needs):

· Penelitian pasar (Market research).

· Penilaian atas lingkungan perusahaan (Assessment of The Business Environment):

· Lingkungan Ekonomi (economic environment),

· Lingkungan Industri (Industrial environtment)

· Lingkungan global (global environments).

Merencanakan Bisnis ( Business Plan )
ð Untuk Siapa ?

· Untuk Pengusaha (For the Entrepreneur).

· Untuk Investor dan Kreditur (For Investors and Creditors).

ð Apa yang disediakan-Nya?

· Uraian yang terperinci menyangkut bisnis yang diusulkan, mencakup jenis pelanggan, kompetisi, dan fasilitas yang perlu untuk produksi.

Rencana Bisnis -  Bagian Manajemen
ð Struktur Organisasi :

· Mengindentifikasi aturan dan tanggungjawab masing-masing karyawan firma.

ð Produksi :

· Keputusan tentang proses, lokasi, dan fasilitas produksi.

ð Sumberdaya Manusia : Menghimpun lingkungan kerja yang akan memotivasi karyawan

guna meraih kesuksesan bisnis.

Rencana Bisnis - Bagian Pemasaran
ð Pasar sasaran (Target get Market): : Profil pelanggan sasaran.

ð Kekhasan Produk (Product Characteristics): Deskripsi rinci tentang produk.

ð Harga (Pricing): Harga atas produk.

ð Distribusi (Distribution): Bagaimana produk akan didapat pelanggan.

ð Promosi (Promotion): Bagaimana produk akan dikomunikasikan kepada target market.

RENCANA BISNIS – BAGIAN KEUANGAN

ð Kelayakan (Feasibility):

· Perkiraan biaya-biaya dan benefits bisnis, termasuk perkiraan penjualan dan seluruh biaya.

ð Keuangan (Financing the Business) :

· Ringkasan pengeluaran yang dibutuhkan untuk memulai bisnis.

Pertimbangan Dalam Menilai Sebuah Rencana Bisnis ( Considerations In Assessing A Business Plan )
ð Penghasilan potensial (Potential revenue).

ð Permintaan atas produk atau jasa (Demand for product or service).

ð Biaya Produksi (Expense of production).

ð Keuntungan potensial (Overall potential for profitability).

Memilih Bentuk Kepemilikan Perusahaan

PENDAHULUAN

Pemilihan bentuk kepemilikan perusahaan merupakan hal penting. Bagaimana mungkin perusahaan bisa berjalan dengan efektif dan efisien ketika, modal yang dihimpun kurang, kelewat besarnya kewajiban yang harus ditanggung pemilik, ketidakleluasaan pengendalian manajemen perusahaan dan masih banyak lagi hal penting yang perlu dicermati pemilik badan usaha. Dalam bahasan ini ada tiga pilihan, yaitu perseorangan (Sole Proprietorship), persekutuan (Partnership), dan Korporasi (Corporation). Masing-masing bentuk memiliki Keuntungan dan Kerugian.

Dampak Kepemilikan Bisnis Tertentu
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Tiga Bentuk Kepemilikan Bisnis ( Three Forms Of Business Ownership )
ð Perseorangan (Sole Proprietorship)

ð Persekutuan (Partnership)

ð Perseroan (Corporation)

Kepemilikan Perseorangan ( Sole Proprietorship )
ð Perusahaan yang dimiliki seorang pemilik. Ada 4 (empat) sifat yang harus diperhatikan :

· Pemilik tunggal (Single owner).

· Menanggung seluruh tanggung jawab.

· 70% dari firma di USA

· Menghasilkan kurang 10 % dari seluruh penghasilan perusahaan.
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Kepemilikan Persekutuan ( Partnership )
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Jenis-jenis persekutuan (Type Partnership)

· Sekutu Umum (General Partnership)

a. Sekutu kerja menjalankan bisnis sehari-hari.

b. Sekutu kerja mempunyai tanggungjawab tanpa batas.

· Sekutu Komandite (Limited Partnership)

a. Sekutu komanditer hanya menanam modal dalam bisnis.

b. Sekutu komanditer adalah hanya dapat dikenakan kewajiban sampai kepada jumlah

yang mereka menginvestasikan.

Kepemilikan Perseroan ( Corporation )
ð Kharakteristik perseroan (Characteristic of corporation)

· Piagam Perseroan (Corporate charter.)

· Penetapan anggaran rumah tangga (Establishment of bylaws).

· Pemegang saham (Stockholders).

· Dewan direktur (Board of directors).

Perseroan Swasta Vs Publik

Dipegang Swasta (Privately Held)

a. Korporasi yang secara pribadi dipegang kepemilikan terbatas ke kelompok kecil

investor.

b. Saham tidaklah diperdagangkan didepan umum.

Dipegang Publik (Publicly Held)

a. Korporasi lebih besar.

b. Saham diperdagangkan didepan umum.

c. Tindakan pada awalnya mengeluarkan bursa/stock: “ menawarkan saham pada Publik
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Keberadaan Kepemilikan Bisnis
ð Melanjutkan bisnis keluarga

ð Pembelian suatu bisnis yang ada

ð Waralaba (Franchising)

WARALABA ( FRANCHISING )

ð Distributorship

· Dealer : menjual produk yang dihasilkan oleh Pabrik. Contoh Car dealers.

ð Chain-Style Business : Firma menggunakan nama dagang perusahaan dan mengikuti segala ketentuan. Example: McDonalds.

ð Manufacturing Arrangement: Perusahaan Pabrik sebuah produk dengan menggunkan

formula dari perusahaan lain. Contoh : Microsoft.
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Pengukuran Kinerja Bisnis ( Measuring Business Performance )
ð Tingkat pengembalian Investasi (Return on Investment - ROI).

· Nilai uang sebuah keuntungan setelah pajak sebuah firma.

· Metoda yang lebih disukai untuk mengukur profitabilitas
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ð Resiko Investasi (Risk of Investment). Resiko (Risk) : Derajat ketidakpastian tentang

keuntungan masa depan sebuah firma. Resiko dapat meliputi :

· Ketidak pastian penghasilan masa depan.

· Ketidak pastian biaya masa depan.

PROSEDUR, CARA DAN SYARAT PENDIRIAN CV
CV atau Comanditaire Venootschap adalah bentuk usaha yang merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh para pengusaha yang ingin melakukan kegiatan usaha dengan modal yang terbatas. Karena, berbeda dengan PT yang mensyaratkan minimal modal dasar sebesar Rp. 50jt dan harus di setor ke kas Perseroan minimal 25%nya, untuk CV tidak ditentukan jumlah modal minimal. Jadi, misalnya seorang pengusaha ingin berusaha di industri rumah tangga, percetakan, biro jasa, perdagangan, catering, dll dengan modal awal yang tidak terlalu besar, dapat memilih CV sebagai alternatif Badan Usaha yang memadai.Apakah bedanya CV dengan PT?

Perbedaan yang mendasar antara PT dan CV adalah, PT merupakan Badan Hukum, yang dipersamakan kedudukannya dengan orang dan mempunyai kekayaan yang terpisah dengan kekayaan para pendirinya. Jadi, PT dapat bertindak keluar baik di dalam maupun di muka pengadilan sebagaimana halnya dengan orang, serta dapat memiliki harta kekayaan sendiri. Sedangkan CV, dia merupakan Badan Usaha yang tidak berbadan hukum, dan kekayaan para pendirinya tidak terpisahkan dari kekayaan CV.

Karakteristik CV yang tidak dimiliki Badan Usaha lainnya adalah: CV didirikan minimal oleh dua orang, dimana salah satunya akan bertindak selaku Persero Aktif (persero pengurus) yang nantinya akan bergelar Direktur, sedangkan yang lain akan bertindak selaku Persero Komanditer (Persero diam). Seorang persero aktif akan bertindak melakukan segala tindakan pengurusan atas Perseroan; dengan demikian, dalam hal terjadi kerugian maka Persero Aktif akan bertanggung jawab secara penuh dengan seluruh harta pribadinya untuk mengganti kerugian yang dituntut oleh pihak ketiga. Sedangkan untuk Persero Komanditer, karena dia hanya bertindak selaku sleeping partner, maka dia hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkannya ke dalam perseroan.
Perbedaan lain yang cukup penting antara PT dengan CV adalah, dalam melakukan penyetoran modal pendirian CV, di dalam anggaran dasar tidak disebutkan pembagiannya seperti halnya PT. Jadi, para persero harus membuat kesepakatan tersendiri mengenai hal tersebut, atau membuat catatan yang terpisah. Semua itu karena memang tidak ada pemisahan kekayaan antara CV dengan kekayaan para perseronya.

BAGAIMANA CARA MENDIRIKAN CV?
CV dapat didirikan dengan syarat dan prosedur yang lebih mudah daripada PT, yaitu hanya mensyaratkan pendirian oleh 2 orang, dengan menggunakan akta Notaris yang berbahasa Indonesia. Walaupun dewasa ini pendirian CV mengharuskan adanya akta notaris, namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dinyatakan bahwa pendirian CV tidak mutlak harus dengan akta Notaris.

Pada saat para pihak sudah sepakat untuk mendirikan CV, maka dapat datang ke kantor Notaris dengan membawa KTP. Untuk pendirian CV, tidak diperukan adanya pengecekan nama CV terlebih dahulu. Oleh karena itu proses nya akan lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan pendirian PT.

Namun demikian, dengan tidak didahuluinya dengan pengecekan nama CV, menyebabkan nama CV sering sama antara satu dengan yang lainnya.
Pada waktu pendirian CV, yang harus dipersiapkan sebelum datang ke Notaris adalah adanya persiapan mengenai:
1. Calon nama yang akan digunakan oleh CV tersebut
2. tempat kedudukan dari CV
3. Siapa yang akan bertindak selaku Persero aktif, dan siapa yang akan bertindak selaku persero diam.
4. Maksud dan tujuan yang spesifik dari CV tersebut (walaupun tentu saja dapat mencantumkan maksud dan tujuan yang seluas-luasnya).
Untuk menyatakan telah berdirinya suatu CV, sebenarnya cukup hanya dengan akta Notaris tersebut, namun untuk memperkokoh posisi CV tersebut, sebaiknya CV tersebut di daftarkan pada Pengadilan Negeri setempat dengan membawa kelengkapan berupa Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan NPWP atas nama CV yang bersangkutan.

Apakah itu akta, SKDP, NPWP dan pendaftaran pengadilan saja sudah cukup?
Sebenarnya semua itu tergantung pada kebutuhannya. Dalam menjalankan suatu usaha yang tidak memerlukan tender pada instansi pemerintahan, dan hanya digunakan sebagai wadah berusaha, maka dengan surat-surat tersebut saja sudah cukup untuk pendirian suatu CV. Namun, apabila menginginkan ijin yang lebih lengkap dan akan digunakan untuk keperluan tender, biasanya dilengkapi dengan surat-surat lainnya yaitu:
1. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
2. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
3. Tanda Daftar Perseroan (khusus CV)
4. Keanggotaan pada KADIN Jakarta.

Pengurusan ijin-ijin tersebut dapat dilakukan bersamaan sebagai satu rangkaian dengan pendirian CV dimaksud, dengan melampirkan berkas tambahan berupa:
1. Copy kartu keluarga Persero Pengurus (Direktur) CV
2. Copy NPWP Persero Pengurus (Direktur) CV
3. Copy bukti pemilikan atau penggunaan tempat usaha, dimana
a. apabila milik sendiri, harus dibuktikan dengan copy sertifikat dan copy bukti
pelunasan PBB th terakhir
b. apabila sewa kepada orang lain, maka harus dibuktikan dengan adanya
perjanjian sewa menyewa, yang dilengkapi dengan pembayaran pajak sewa
(Pph) oleh pemilik tempat. sebagai catatan berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, untuk wilayah Jakarta, yang dapat digunakan sebagai tempat usaha hanyalah Rumah toko, pasar atau perkantoran. Namun ada daerah-daerah tertentu yang dapat digunakan sebagai tempat usaha yang tidak membayakan lingkungan, asalkan mendapat persetujuan dari RT/RW setempat 

4. Pas photo ukuran 3X4 sebanyak 4 lembar dengan latar belakang warna merah

Jangka waktu pengurusan semua ijin-ijin tersebut dari pendirian sampai dengan selesai lebih kurang selama 2 bulan.

Sebagai penutup, saya sarankan agar dalam mendirikan suatu bidang usaha, alangkah baiknya untuk dipertimbangkan dari segala segi, tidak hanya dari segi kepraktisannya, namun juga dari segi pembagian resiko di antara para persero, agar tidak terjadi pertentangan di kemudian hari.

Prosedur Pendirian PT Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2007 tentang �Perseroan Terbatas�
 
 
Prosedur Pendirian Perseroan Tebatas
 
Untuk mendirikan PT dibutuhkan minimal 2 (dua) orang sebagai Pendiri Perseroan yang juga sekaligus bertindak sebagai Pemegang Saham didalam Perseroan. Para pendiri PT disini adalah Warga Negara Indonesia�. yang turut menyertakan modal ke dalam perseroan, dengan ketentuan minimum Modal Dasar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).
 
Catatan; Ketentuan Warga Negara Indonesia tersebut tidak berlaku untuk Pendirian PT dalam rangka Faasilitas Penanamanan Modal Asing (PMA).
 
Para pendiri juga dapat bertindak sebagai Pengurus didalam Perseroan ini baik sebagai Direktur atau Komisaris. Jika terdapat jumlah Direktur atau Komisaris lebih satu orang maka salah satu dapat diangkat sebagai Direktur Utama atau sebagai Komisaris Utama.
 
 
Yang harus anda lakukan pertama kali untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) 
 adalah menetapkan Kerangka Anggaran Dasar Perseroan sebagai acuan untuk dibuatkan 
AKTA OTENTIK sebagai AKTA PENDIRIAN oleh Notaris yang berwenang
 
 
Kerangka Anggaran Dasar Perseroan meliputi;
 
1. PENDIRI PERSEROAN
Anda harus menetapkan Nama Para Pendiri Perseroan dengan ketentuan seperti dibawah ini;
 
· Jumlah Pendiri minimal 2 (dua) orang.
· Pendiri harus Warga Negara Indonesia kecuali pendirian PT yang dimaksud adalah dalam rangka fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA).
· Para pendiri pada saat perseroan ini didirikan yaitu saat Pembuatan Akta Pendirian PT harus menjadi Pemegang Saham didalam Perseroan.
· Para pendiri juga dapat diangkat sebagai salah satu pengurus baik sebagai Direktur atau Komisaris dan jika Anggota Direktur atau Komisaris lebih dari satu orang maka salah satu dapat diangkat menjadi Direktur Utama atau Komisaris Utama.
 
2. NAMA PERSEROAN TERBATAS
Anda harus menetapkan Nama dan Tempat kedudukan perseroan melakukan kegiatan usaha seperti dibawah;
 
· Mengingat pemakaian PT tidak boleh sama atau mirip sekali dengan Nama PT yang sudah ada maka yang perlu siapkan adalah 2 atau 3 pilihan nama PT, usahakan nama PT mencerminkan kegiatan usaha anda. 
· Sebelum akta dibuat Notaris akan melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk mengetahui Nama PT tersebut bisa gunakan atau tidak�. Jika bisa sebaiknya anda langsung melakukan pemesanan untuk menghindari nama tersebut akan digunakan oleh pihak lain. 
· Pemakaian nama Perseroan Terbatas diatur oleh Peraturan Pemerintah No.26 tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.
· Kedudukan perseroan harus berada di wilayah Republik Indonesia dengan menyebutkan nama Kota dimana perseroan melakukan kegiatan usaha sebagai Kantor Pusat. 
 
4. MAKSUD & TUJUAN serta KEGIATAN USAHA 
Anda harus menetapkan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha seperti dibawah;
 
· Setiap perseroan yang didirikan dapat melakukan kegiatan usaha yang sama dengan perseroan lain atau berbeda, bersifat khusus atau umum sesuai dengan keinginan para pendiri perseroan. Namun ada beberapa bidang usaha yang hanya bisa didirikan dengan ketentuan modal tertentu sesuai dengan peraturan yang mengatur kegiatan usaha tersebut. 
· Untuk memudahkan anda kami menyediakan informasi mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiata Usaha Perseroan.
 
 
5. MODAL PERSEROAN
Anda harus menetapkan Besarnya Modal Dasar, Modal ditempatkan, Modal disetor serta Siapa saja yang menjadi Pemegang saham dan berapa jumlahnya seperti dibawah ini;
· Perseroan Terbatas harus memiliki modal dasar minimal Rp. 50.000.000,- (limapuluh  juta) kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang atau Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha tertentu di Indonesia.
· Dari modal dasar tersebut minimal 25% (duapuluhlima persen) atau sebesar Rp. 12.500.000,- (duabelasjuta limaratus ribu) harus sudah ditempatkan dan disetor penuh pada saat akan mengajukan permohonan Persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI.
· Pemegang saham untuk pertama kali adalah Pendiri Perseroan jumlahnya minimal 2 (dua) orang, jadi anda tentukan sendiri berapa jumlah modal yang ditempatkan dan disetor oleh para pendiri perseroan.
 
6. PENGURUS PERSEROAN
Anda harus menetapkan siapa saja yang akan diangkat dan menjadi Pengurus Perseroan yaitu; Direktur dan Komisaris�?
 
· Jumlah pengurus dalam perseroan minimal 2 (dua) orang, satu sebagai Direktur dan satu lagi sebagai Komisaris.
· Jika jumlah pengurus lebih dari 2 (dua) orang, misalnya yang akan menjadi Direktur ada 2 dan Komisaris 1 orang, maka salah satu Direktur diangkat menjadi Direktur Utama begitu juga jika komisaris ada 2 orang maka salah satu diangkat menjadi Komisaris Utama.
· Dalam hal ini pendiri perseroan dapat diangkat sebagai Direktur atau Komisaris atau mengangkat sesorang menjadi Direktur atau Komisaris didalam Perseroan. 
 
7. JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
Dalam hal ini anda selaku pendiri dapat menetapkan Jangka Waktu Berdirinya Perseroan�selama 10 tahun, 20 tahun atau lebih atau bahkan tidak perlu ditentukan lamanya artinya berlaku seumur hidup. 
 
Setelah langkah No. 1 s.d 7 telah anda tentukan�. maka anda sudah siap untuk mengajukan permohonan AKTA PENDIRIAN sebagai langkah awal berdirinya Perusahaan anda.
 
Setelah Akta Pendirian selesai dibuat�. yang harus dilakukan adalah melengkapi pendaftaran dan perizinan yang harus dimiliki untuk dapat melakukan kegiatan usaha seperti; Domisili Perusahaan, NPWP, SP-PKP, Pengesahan Menteri Hukum & HAM RI, SIUP atau Izin Usaha Lainnya dan TDP.
 
TAHAPAN PROSES PENDIRIAN DAN PERIZINAN PT
 
 TAHAP 1 : Persiapan (Konsultasi, Pengisian Formulir Pendirian PT dan Surat Kuasa)
       Konsultasi diperlukan untuk mengetahui ruang lingkup pendirian PT, biaya dan cara pembayaran, prosedur dan persyaratan yang dibutuhkan untuk pendaftaran dan perizinan serta berbagai aspek terkait dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan perseroan.
          Persiapan dilakukan oleh para pendiri peseroan dengan mengisi formulir dan surat kuasa pendirian PT.
          Lama Proses; tergantung para pendiri perseroan
 
TAHAP 2 : Pemeriksaan Formulir, Surat kuasa dan Pengecekan Nama PT
 
          Pemeriksaan formulir dan surat kuasa dilakukan untuk memastikan kebenaran data yang disampaikan.
          Pengecekan dilakukan untuk mengetahui Apakah nama perseroan yang anda pilih sudah dimiliki perusahaan lain atau belum, jika belum nama tersebut langsung bisa didaftarkan oleh NOTARIS melalui SISMINBAKUM
          Jika nama perseroan sudah dimiliki, maka anda harus mengganti dengan nama yang lain.
          Persyaratan;
a.       Melampirkan asli Formulir dan Surat Kuasa Pendirian CV
b.       Melampirkan copy KTP para pendiri dan pengurus
c.        Melampirkan copy KK pimpinan perusahaan (pesero aktif/direktur perseroan)
          Lama Proses; 1 (satu) hari kerja setelah Formulir & Surat kuasa diterima
 
 
TAHAP 3 : Pendaftaran dan Persetujuan pemakaian nama PT
 
          Proses pendaftaran dilakukan oleh Notaris untuk mendapatkan Persetujuan dari Instansi terkait (Menteri Hukum dan HAM RI) sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang PT dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1998 tentang “PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS”
          Lama Proses Persetujuan; 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diajukan
 
 
TAHAP 4 : Pembuatan Draft/Notulen Anggaran Dasar PT
 
          Draf/Notulen anggaran dasar dibuat berdasarkan informasi yang dibuat oleh para pendiri perseroan didalam Formulir pendirian PT dan Surat Kuasa.
          Lama proses; 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diajukan
          Persyaratan yang dibutuhkan; sama dengan Tahap 2
 
 
TAHAP 5 : Pembuatan Akta Pendirian PT oleh Notaris yang berwenang
 
          Proses pembuatan Akta Pendirian dilakukan setelah Nama PT disetujui 
          AKTA PENDIRIAN PT akan dibuat dan ditandatangani oleh NOTARIS yang berwenang dan dibuat dalam bahasa Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang “PERSEROAN TERBATAS”
          Lama Proses; 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diajukan
          Persyaratan : melampirkan Copy KTP Pendiri Perseroan dan Copy KTP Pengurus jika berbeda dengan Pendiri Perseroan
 
 
TAHAP 6 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan
 
          Permohonan Surat Keterangan Domisili diajukan kepada Kepala Kantor Kelurahan setempat sesuai dengan Alamat Kantor perusahaan berada, sebagai bukti keterangan/keberadaan alamat perusahaan,
          Lama Proses; 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan
          Persyaratan lain yang dibutuhkan : 
a.       Copy Kontrak/Sewa tempat usaha atau bukti kepemilikan tempat usaha
b.       Surat keterangan dari pemilik gedung apabila bedomisili di gedung perkantoran 
c.        Copy PPB tahun terakhir sesuai tempat usaha untuk perusahaan yang berdomisili di RUKO/RUKAN 
 
 
TAHAP 7 : NPWP-Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan sebagai Wajib Pajak
 
          Permohonan pendaftaran nomor pokok wajib pajak diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
          sesuai dengan keberadaan domisili perusahaan.
          Lama Proses NPWP; 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan dan 
          Lama Proses SKT wajib pajak;  2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan
          Persyaratan lain yang dibutuhkan :  
a.       Bukti PPN atas sewa/kontrak tempat usaha bagi yang berdomisili di gedung perkantoran
 
 
TAHAP 8 : Pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
 
          Permohonan ini diajukan oleh Notaris kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk mendapatkan pengesahan ANGGARAN DASAR PERSEROAN (AKTA PENDIRIAN) sebagai Badan Hukum PT sesuai Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang “PERSEROAN TERBATAS” 
          Lama Proses; 25 (duapuluh lima) hari kerja setelah Permohonan diajukan
          Persyaratan lain yang dibutuhkan : 
a.       Melampirkan bukti setor bank senilai modal disetor dalam Akta Pendirian. 
  
 
TAHAP 9 : UUG/SITU-Surat Izin Tempat Usaha 
 
UUG/SITU Ini diperlukan untuk proses Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau SIUP-Surat Izin Usaha Perdagangan atau untuk Izin kegiatan usaha yang dipersyaratkan adanya UUG/SITU berdasarkan Undang-undang Gangguan. 
 
 
TAHAP 10 : SIUP-Surat Izin Usaha Perdagangan
 
          Permohonan SIUP diajukan kepada Dinas Perdagangan Kota/Kabupaten/Propinsi sesuai dengan keberadaan domisili Perusahaan. 
          Lama Proses; 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diajukan
          Penggolongan SIUP terdiri dari SIUP Besar, Menengah dan Kecil dengan ketentuan sebagai berikut : 
a.       SIUP Besar untuk Modal disetor diatas 500 Juta, 
b.       SIUP Menengah untuk Modal disetor diatas 200 juta s.d 500 juta.
c.        SIUP Kecil untuk Modal disetor s.d 200 juta. 
 
 
TAHAP 11 : TDP-Tanda Daftar Perusahaan
 
          Permohonan pendaftaran diajukan kepada Kantor Dinas Perindustrian & Perdagangan Kota/Kabupaten cq. Kantor Pendaftaran perusahaan sesuai dengan domisili perusahaan. 
          Bagi perusahaan yang telah terdaftar  akan diberikan sertifikat TANDA DAFTAR PERUSAHAAN  sebagai bukti bahwa Perusahaan/Badan Usaha telah melakukan Wajib Daftar Perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang “PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN” 
          Lama Proses; 14 (empatbelas) hari kerja setelah permohonan diajukan
 
 
TAHAP 12 : Pengumuman Dalam Berita Acara Negara RI
 
          Setelah perusahaan melakukan wajib daftar perusahaan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman & HAM RI, maka  harus diumumkan dalam berita negara dan Perusahaan yang telah diumumkan dalam berita negara, maka perusahaan tersebut telah sempurna statusnya sebagai Badan Hukum.
          Lama Proses;  90 (sembilanpuluh) Hari kerja
ETIKA BISNIS DI PERUSAHAAN TENTANG KONTRAK KERJA
Pelanggaran etika bisa terjadi di mana saja, termasuk dalam dunia bisnis. Untuk meraih keuntungan, masih banyak perusahaan yang melakukan berbagai pelanggaran moral. Praktik curang ini bukan hanya merugikan perusahaan lain, melainkan juga masyarakat dan negara. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tumbuh subur di banyak perusahaan. 
Etika bisnis memang harus dihidupkan di perusahaan. Dalam kaitan ini, perusahaan yang bergerak di bidang konsultan mempunyai peran besar dalam pembentukan norma. Bagaimana perusahaan konsultan menegakkan etika bisnis? Kemal A. Stamboel, Managing Partner Kemal Stamboel & Partners yang berasosiasi dengan konsultan besar dunia Price Waterhouse Coopers (PWC) menjelaskan lika-liku bisnis konsultan dan upaya untuk menegakkan etika dan transparansi di perusahaan. Simak berbagai pandangannya: 
"Perusahaan konsultan internasional seperti PWC mempunyai standar yang bersifat global. Mereka yang berkonsultasi akan mendapatkan standar yang sama di berbagai negara. Perusahaan yang telah memiliki standar akan dikenal reputasinya, baik sebagai brand, isi pelayanan, kualitas orang, dan output orang-orangnya. 
Pendekatan standar dengan kualifikasi, bukan "asal-asalan". Perusahaan konsultan sangat menjunjung tinggi kualitas pemikiran. Keunggulan perusahaan terletak pada knowledge management. Misalnya, bagaimana memberdayakan dan meningkatkan pengetahuan dengan program yang jelas. Upaya ini memerlukan usaha yang tidak kecil. 
Untuk membangun reputasi, perusahaan konsultan sangat menjunjung etika. Oleh karena itu jarang perusahaan konsultan yang beriklan secara berlebih. Agar reputasi tetap terjaga, perusahaan konsultan memiliki beberapa kriteria. Kami menolak klien yang berisiko tinggi, walaupun dia menyediakan banyak uang. 
Dalam memilih klien, PCW lebih banyak melakukan riset industrial selection. Pasalnya, setiap perusahaan mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan jasa konsultasi. Kebanyakan klien sudah mengenal reputasi kami. Mereka akan membayar fee sesuai dengan jasa yang ditawarkan, seperti menset-up sistem keuangan, teknologi informasi, serta peningkatan efisiensi perusahaan lainnya. Paket yang ditawarkan perusahaan konsultan secara spesifik akan membantu masalah kompleks yang dihadapi oleh sebuah perusahaan, termasuk menyembuhkan perusahaan yang collapse. 
Ketika ekonomi Indonesia tumbuh pesat dalam sepuluh tahun terakhir, banyak pendatang baru di bisnis. Ada pedagang yang menjadi bankir. Banyak juga pengusaha yang sangat ekspansif di luar kemampuan. Mereka berlomba membangun usaha konglomerasi yang keluar dari bisnis intinya tanpa disertai manajemen organisasi yang baik. Akibatnya, pada saat ekonomi sulit banyak perusahaan yang bangkrut. 
Salah satu etika perusahaan konsultan adalah menjaga kerahasiaan klien. Bisa saja perusahaan konsultan menangani dua perusahaan dalam industri yang sama, tetapi kerahasiaan masing-masing perusahaan akan tetap terjaga. Perusahaan yang satu tidak dapat memanfaatkan perusahaan yang lain. Setiap perusahaan mempunyai penyelesaian masalah, sehingga nantinya bisa berkompetisi satu dengan yang lainnya. 
Perusahaan konsultan mempunyai value dan memberikan rekomendasi yang akan dilaksanakan kliennya. Misalkan, ada etika, perusahaan tidak mempekerjakan pegawai anak-anak. Di luar negeri, ada pembatasan hubungan berdagang dengan perusahaan-perusahaan yang tidak menjunjung etika berdagang yang baik. Kami juga menyarankan, perusahaan jangan mengambil keuntungan yang berlebihan dengan cara menipu konsumen. 
Pelanggaran etik bisnis di perusahaan memang banyak, tetapi upaya untuk menegakan etik perlu digalakkan. Misalkan, perusahaan tidak perlu berbuat curang untuk meraih kemenangan. Hubungan yang tidak transparan dapat menimbulkan hubungan istimewa atau kolusi dan memberikan peluang untuk korupsi. 
Dari mana upaya penegakkan etika bisnis dimulai? Etika bisnis paling gampang diterapkan di perusahaan sendiri. Pemimpin perusahaan memulai langkah ini karena mereka menjadi panutan bagi karyawannya. Selain itu, etika bisnis harus dilaksanakan secara transparan. Pemimpin perusahaan seyogyanya bisa memisahkan perusahaan dengan milik sendiri. Dalam operasinya, perusahaan mengikuti aturan berdagang yang diatur oleh tata cara undang-undang. 
Etika bisnis tidak akan dilanggar jika ada aturan dan sangsi. Kalau semua tingkah laku salah dibiarkan, lama kelamaan akan menjadi kebiasaan. Repotnya, norma yang salah ini akan menjadi budaya. Oleh karena itu bila ada yang melanggar aturan diberikan sangsi untuk memberi pelajaran kepada yang bersangkutan. 
Usaha jasa konsultan mungkin tidak terlepas dari penyimpangan. Padahal bisnis ini perlu dilandasi reputasi dan persepsi. Oleh karena itu bila ada persepsi negatif jangan diremehkan. Dalam menghadapi masalah, perusahaan jangan defensif, tetapi melakukan aksi pembenahan ke dalam. 
Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menegakkan budaya transparansi antara lain: 
1. Penegakkan budaya berani bertanggung jawab atas segala tingkah lakunya. Individu yang mempunyai kesalahan jangan bersembunyi di balik institusi. Untuk menyatakan kebenaran kadang dianggap melawan arus, tetapi sekarang harus ada keberanian baru untuk menyatakan pendapat.
2. Ukuran-ukuran yang dipakai untuk mengukur kinerja jelas. Bukan berdasarkan kedekatan dengan atasan, melainkan kinerja. 
3. Pengelolaan sumber daya manusia harus baik. 
4. Visi dan misi perusahaan jelas yang mencerminkan tingkah laku organisasi. 
Kontrak (perjanjian) adalah suatu "peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal". (Subekti, 1983:1).
Menurut UU Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan :
Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
Tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah.
Pengusaha adalah :
a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan/atau tertulis, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban.
Perjanjian kerja menurut pasal 1601a KUH Perdata adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain, majikan, selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah.
Dari bunyi pasal tersebut dapat dikatakan bahwa yang dinamakan Perjanjian Kerja harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
a. Ada orang di bawah pimpinan orang lain

Adanya pimpinan orang lain berarti ada unsur wenang perintah. Dalam Perjanjian Kerja ini unsur wenang perintah ini memegang peranan pokok sebab tanpa adanya unsur wenang perintah, berarti bukan Perjanjian Kerja. Adanya unsur wenang perintah berarti antara kedua belah pihak ada kedudukan yang tidak sama. Kedudukan yang tidak sama ini diatur ada sub-ordinasi artinya ada pihak yang kedudukannya di atas (Yang memerintah) dan ada pihak yang kedudukannya di bawah (yang diperintah).
b. Penunaian Kerja
Maksudnya melakukan pekerjaan.
c. Dalam Waktu Tertentu
Dalam Penunaian Kerja, pribadi manusia sangat tersangkut kepada kerja. Tersangkutnya pribadi manusia akan berakhir dengan adanya waktu tertentu.
d. Adanya Upah
Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya (Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981tentang Perlindungan Upah).
Yang dimaksud dengan imbalan, termasuk juga sebutan honorarium yang diberikan oleh pengusaha kepada buruh secara teratur dan terus-menerus.
Syarat sahnya kontrak (perjanjian) 
Menurut Pasal 1338 ayat (1) bahwa perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Supaya sah pembuatan perjanjian harus mempedomani Pasal 1320 KHU Perdata.
Pasal 1320 KHU Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian yaitu harus ada :
1. Kesepakatan
Yang dimaksud dengan kesepakatan di sini adalah adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima atau sukarela di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan tidak ada apabila kontrak dibuat atas dasar paksaan, penipuan, atau kekhilafan.
2. Kecakapan
Kecakapan di sini berarti para pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek hukum. Pada dasarnya semua orang menurut hukum cakap untuk membuat kontrak. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan oleh hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan (curatele), dan orang sakit jiwa. Anak-anak adalah mereka yang belum dewasa yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Meskipun belum berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila seseorang telah atau pernah kawin dianggap sudah dewasa, berarti cakap untuk membuat perjanjian.
3. Hal tertentu
Maksudnya objek yang diatur kontrak harus jelas, setidak-tidaknya dapat ditentukan. Jadi, tidak boleh samar-samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif.
4. Sebab yang dibolehkan
Maksudnya isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.
Cara membuat kontrak (perjanjian) kerja :
Untuk membuat kontrak kerja biasanya didahului oleh masa yang harus dilalui sebelum adanya kontrak kerja yang disebut masa percobaan.
1. Masa Percobaan
Masa percobaan dimaksudkan untuk memperhatikan calon buruh (magang), mampu atau tidak untuk melakukan pekerjaan yang akan diserahkan kepadanya serta untuk mengetahui kepribadian calon buruh (magang).
Mengenai pengaturan masa percobaan (Pasal 7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. : PER-04/MEN/1986 tentang Tata Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Jasa dan Ganti Kerugian) ditentukan bahwa :
1. Hubungan kerja yang mempersyaratkan adanya masa percobaan, harus dinyatakan secara tertulis.
2. Lamanya masa percobaan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan dan boleh diadakan hanya untuk satu kali percobaan.
3. Ketentuan adanya masa percobaan tidak berlaku untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
Lama masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan, yang berarti bahwa masa percobaan dapat diadakan untuk waktu kurang dari 3 (tiga) bulan, misalnya 1 (bulan), 1 1/2 (satu setengah) bulan, 2 (dua) bulan, 2 1/2 (dua setengah) bulan. Jika masa percobaan lamanya kurang dari 3 (tiga) bulan, tidak boleh diadakan masa percobaan lain dengan dalih lamanya masa percobaan belum mencapai 3 (tiga) bulan, sebab masa percobaan hanya boleh diadakan 1 (satu) kali saja.
Untuk adanya masa percobaan harus dinyatakan secara tertulis lebih dahulu.
2. Yang Dapat Membuat Perjanjian Kerja
Untuk dapat membuat (kontrak) perjanjian kerja adalah orang dewasa.
Mengenai pengertian orang dewasa :
- Menurut KUH Perdata, seseorang dianggap telah dewasa dan karenanya mampu bertindak dalam lalu lintas hukum, jika telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin.
- Menurut Hukum Adat, seseorang disebut sebagai orang dewasa jika sudah dipandang sebagai akil balik atau sudah kawin. Biasanya telah berumur 16 (enam belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun.
- Menurut Hukum Perburuhan, orang dewasa ialah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur 18 tahun ke atas (Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 12 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Kerja Tahun 1984).
Berdasarkan uraian di atas maka orang yang dapat membuat perjanjian kerja adalah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur 18 tahun ke atas, tidak peduli sudah kawin atau belum.
Menurut hukum perburuhan, orang yang belum dewasa dibagi atas :
- anak, ialah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur 14 tahun ke bawah.
- orang muda, ialah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur di atas 14 tahun, akan tetapi di bawah 18 tahun.
Dalam Undang-undang Kerja disebutkan bahwa anak tidak boleh menjalankan pekerjaan (pasal 2), dengan kata lain anak tidak dapat mengadakan perjanjian kerja.
3. Bentuk Perjanjian Kerja
Bentuk dari Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu berbeda dengan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.
Bagi perjanjian kerja untuk waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan tulisan latin, serta harus memuat :
a. nama dan alamat pengusaha/perusahaan
b. nama, alamat, umur dan jenis kelamin buruh
c. jabatan atau jenis/macam pekerjaan
d. besarnya upah serta cara pembayarannya
e. hak dan kewajiban buruh
f. hak dan kewajiban pengusaha
g. syarat-syarat kerjanya
h. jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
i. tempat atau lokasi kerja
j. tempat dan tanggal Perjanjian Kerja dibuat dan tanggal mulai berlaku.
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat rangkap 3 (tiga) dan masing-masing untuk buruh, pengusaha dan Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu harus didaftarkan pada Kandep setempat dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani. Biaya-biaya dalam rangka pembuatan perjanjian kerja menjadi tanggungan pengusaha.
Bagi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu bentuknya bebas artinya dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. Selain itu bahasa maupun yang digunakan juga bebas, demikian juga dibuat rangkap berapa terserah pada kedua belah pihak.
4. Isi Perjanjian Kerja
Baik dalam KUH Perdata maupun dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-05/PER/1986 tentang Kesepakatan Kerja Untuk Waktu Tertentu tidak ditentukan tentang isi dari perjanjian kerja. Pada pokoknya isi dari perjanjian kerja tidak dilarang oleh peraturan perundangan atau tidak bertentangan dengan ketertiban atau kesusilaan.
Dalam praktek, pada umumnya isi perjanjian kerja biasanya mengenai besarnya upah, macam pekerjaan dan jangka waktunya.
Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, sedangkan perjanjian perburuhan adalah perjanjian yang dibuat oleh serikat pekerja dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja.
5. Jangka Waktu Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu
Dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu, dapat diadakan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali saja dengan waktu yang sama, tetapi paling lama 1 (satu) tahun. Untuk mengadakan perpanjangan pengusaha harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada buruh selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja untuk waktu tertentu tersebut berakhir. 
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diperbaharui hanya 1 (satu) kali saja dan pembeharuan tersebut baru dapat diadakan setelah 21 (dua puluh satu) hari dari berakhirnya perjanjian kerja untuk waktu tertentu tersebut.
6. Penggunaan Perjanjian Kerja
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat diadakan untuk pekerjaan tertentu yang menurut sifat, jenis atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
- yang sekali selesai atau sementara sifatnya
- diperkirakan untuk waktu yang tidak terlalu lama akan selesai
- bersifat musiman atau yang berulang kembali
- yang bukan merupakan kegiatan pokok suatu perusahaan atau hanya merupakan penunjang
- yang berhubungan dengan produk baru, atau kegiatan baru atau tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajagan.
Bagi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat diadakan untuk semua pekerjaan, tidak membedakan sifat, jenis dan kegiatannya.
7. Uang Panjar
Jika pada suatu pembuatan perjanjian kerja diberikan oleh majikan dan diterima oleh buruh uang panjar, maka pihak manapun tidak berwenang membatalkan kontrak (perjanjian) kerja itu dengan jalan tidak meminta kembali atau mengembalikan uang panjar (Pasal 1601e KUH Perdata). Meskipun uang panjar dikembalikan atau dianggap telah hilang, perjanjian kerja tetap ada.
Untuk Keppres belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai kontrak kerja. 
Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perjanjian kontrak kerja bagi (Serikat Buruh) adalah PP No. 49 Tahun 1954 tentang Cara Membuat dan Mengatur Perjanjian Perburuhan.
Untuk kontrak kerja (tenaga lokal) dilingkungan MIGAS pada prinsipnya inti dari semua syarat, sifat dari kontrak tersebut adalah sama hanya isi dan pelaksanaan kontrak kerja tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan.
Untuk membuat perjanjian kerja, biasanya didahului masa percobaan. Menurut pasal 1601a KUHPerdata yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian dimana pihak kesatu (karyawan), mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak lain (pengusaha), selama waktu tertentu dengan menerima imbalan yaitu berupa gaji/upah. 

Ada dua macam perjanjian kerja:
1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu
2. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu 

Bentuk dari perjanjian kerja untuk waktu tertentu berbeda dengan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dan memuat :

1. nama dan alamat pengusaha/perusahaan
2. nama, alamat, umur dan jenis kelamin buruh
3. jabatan atau jenis/macam pekerjaan
4. besarnya upah serta cara pembayarannya
5. hak dan kewajiban buruh
6. hak dan kewajiban pengusaha
7. syarat-syarat kerjanya
8. jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
9. tempat dan lokasi kerja
10. tempat dan tanggal Perjanjian Kerja dibuat dan tanggal mulai berlaku. 

Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu bentuknya bebas, artinya dapat dibuat tertulis/lisan. Tetapi untuk masa sekarang dimana perkembangan dunia perusahaan semakin kompleks, sebaiknya perjanjian kerja dibuat tertulis demi kepastian hukum mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut serta adanya administrasi yang baik bagi perusahaan. 

Untuk isi perjanjian kerja, untuk waktu tertentu tidak ditentukan tentang isi dari perjanjian kerja. Pada pokoknya isi dari perjanjian kerja tidak dilarang oleh peraturan perundangan atau tidak bertentangan dengan ketertiban atau kesusilaan. 

Dalam praktek, pada umumnya isi perjanjian kerja biasanya mengenai besarnya gaji/upah, macam pekerjaan dan jangka waktunya. Dengan demikian perjanjian kerja hanya memuat syarat-syarat kerja yang sederhana atau minim mengenai gaji/upah saja. 
Kontrak perburuhan 

○Kontrak perburuhan 

Kontrak perburuhan adalah kontrak yang dibuat untuk setiap pekerja mengenai sistem penggajian. Dalam surat ini harus mencantumkan pasal-pasal mengenai upah kerja dan juga jam kerja. Jika tidak dibuat surat kontrak kerja ( hanya kontrak secara lisan ), maka biasanya akan timbul masalah di kemudian hari. Sehingga perlu untuk membuat surat kontrak kerja secara rinci. Apabila surat kontrak kerja ditulis dalam bahasa Jepang, mintalah pihak penerjemah Anda untuk menerjemahkan surat itu ke dalam bahasa negeri asal Anda agar diketahui isi dari surat kontrak tersebut. 

 ○Yang harus tertulis di dalam surat kontrak kerja 

(1) Jangka waktu kontrak kerja 

(2) Tempat bekerja dan apa pekerjaannya 

(3) Jam kerja, lembur, waktu istirahat, dan libur 

(4) Keputusan upah / gaji yang ditetapkan, cara perhitungan pembayaran gaji, pembayaran gaji, dan kenaikan gaji 

(5) Pemberhentian kontrak kerja 

Akan lebih baik jika Anda membaca secara seksama mengenai kebijakan-kebijakan yang ada di kantor tempat Anda bekerja. 

Catatan 1 Tanyakan hal ini pada kantor pemerintahan kota dan badan konsultasi penempatan kerja setempat. Konsultasikan juga dengan pihak penerjemah yang dapat berkomunikasi dalam bahasa Jepang dengan baik. 

Catatan 2 Hal tersebut di atas adalah berdasarkan data yang ada hingga Juli 2002. Harap diperhatikan karena ada kemungkinan terjadi perubahan sistem. 

Pemecatan dan pemberhentian kerja

○Pemecatan

Jika terjadi PHK secara sepihak dari pihak kentor, maka harus dilandasi alasan yang rasional (masuk akal). Jika diberhentikan tanpa alasan yang jelas, segeralah konsultasikan hal ini pada kantor supervisor standar perburuhan atau loket konsultasi di kalangan buruh.

(1) Pemecatan tanpa pemberitahuan

Jika hendak melakukan pemecatan kerja terhadap pekerja, harus dilakukan pemberitahuan setidaknya 30 hari sebelum hari pemecatan. Jika tindakan pemecatan dilakukan secara tergesa-gesa dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, maka pihak kantor harus memberikan pesangon sebanyak lebih dari gaji 30 hari sebagai ganti / tunjangan tanpa pemberitahuan.

(2) Keputusan yang ditetapkan dalam kontrak kerja

Pihak kantor tidak dapat melakukan pemberhentian pekerjaan di tengah-tengah jangka waktu kontrak kerja. Meskipun pihak kantor terpaksa memberhentikan para pekerjanya, pemberitahuan pemberhentian kerja harus dilaksanakan setidaknya 30 hari sebelumnya. Pihak kantor juga harus memberikan uang pesangon kepada para pekerja yang diberhentikan tersebut.

(3) Jika ada ketidak puasan terhadap pemecatan

Jika ada rasa tidak puas terhadap pemecatan yang dilakukan, maka sampaikanlah ketidak puasan tersebut kepada pihak kantor yang mempekerjakan Anda. Akan sangat penting untuk menegaskan alasan pemecatan atau peletakan jabatan.

Jika Anda tidak puas dengan alasan dari pihak kantor, silakan berkonsultasi dengan pusat perburuhan atau hubungi pengacara yang bisa dipercaya. Anda juga dapat melakukan konsultasi dengan kantor supervisor mengenai standar perburuhan dan terhadap pelanggaran Undang-Undang standar perburuhan.

○Berhenti kerja

Jika Anda menerima tawaran berhenti kerja atau hendak mengajukan surat pengunduran diri, dan hal ini disetujui oleh pihak kantor, maka akan diadakan kontrak persetujuan mengenai penghentian hubungan kerja.

Untuk orang-orang yang tidak menetapkan jangka waktu kontrak kerjanya, biasanya kantor akan melakukan pemecatan atau menganjurkan orang-orang tersebut untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Jika sudah mengajukan surat pengunduran diri, maka secara otomatis selama dua minggu dari penyerahan surat tersebut, orang yang bersangkutan dapat langsung berhenti dari perusahaan. Namun untuk orang yang telah mempunyai ikatan jangka waktu kontrak kerja, mereka tidak dapat berhenti kerja tanpa alasan yang jelas.

Pada dasarnya, Anda tidak dapat mencabut kembali keputusan pengunduran diri setelah pihak kantor memberi persetujuan terhadap pengunduran diri Anda. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam membuat keputusan berhenti kerja.

Jika sudah berhenti bekerja, mantan pekerja / buruh dapat meminta upah yang belum dibayarkan dalam waktu seminggu setelah keluar kerja. Jika ada uang tabungan atau uang simpanan, maka uang itu adalah sepenuhnya merupakan hak dari para pekerja. Mantan pekerja harus mengembalikan seragam karyawan, kartu karyawan dan kartu asuransi kesehatan kepada pihak kantor dalam waktu satu bulan sesudah berhenti kerja.
Etika Bisnis
I. PENDAHULUAN

Etika dan integritas merupakan suatu keinginan yang murni dalam membantu orang lain. Kejujuran yang ekstrim, kemampuan untuk mengenalisis batas-batas kompetisi seseorang, kemampuan untuk mengakui kesalahan dan belajar dari kegagalan.

Kompetisi inilah yang harus memanas belakangan ini. Kata itu mengisyaratkan sebuah konsep bahwa mereka yang berhasil adalah yang mahir menghancurkan musuh-musuhnya. Banyak yang mengatakan kompetisi lambang ketamakan. Padahal, perdagangan dunia yang lebih bebas dimasa mendatang justru mempromosikan kompetisi yang juga lebih bebas.

Lewat ilmu kompetisi kita dapat merenungkan, membayangkan eksportir kita yang ditantang untuk terjun ke arena baru yaitu pasar bebas dimasa mendatang. Kemampuan berkompetisi seharusnya sama sekali tidak ditentukan oleh ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan. Inilah yang sering dikonsepkan berbeda oleh penguasa kita.

Jika kita ingin mencapai target ditahun 2000, sudah saatnya dunia bisnis kita mampu menciptakan kegiatan bisnis yang bermoral dan beretika, yang terlihat perjalanan yang seiring dan saling membutuhkan antara golongan menengah kebawah dan pengusaha golongan atas.

Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain yaitu pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri, menciptakan persaingan yang sehat, menerapkan konsep pembangunan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri, menciptakan persaingan yang sehat, menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan, menghindari sikap 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi, dan Komisi) mampu mengatakan yang benar itu benar, dll.

Dengan adanya moral dan etika dalam dunia bisnis, serta kesadaran semua pihak untuk melaksanakannya, kita yakin jurang itu dapat dikurangi, serta kita optimis salah satu kendala dalam menghadapi era globalisasi pada tahun 2000 an dapat diatasi.

II. MORAL DAN EKTIKA DALAM DUNIA BISNIS

a. Moral Dalam Dunia Bisnis

Sejalan dengan berakhirnya pertemuan para pemimpin APEC di Osaka Jepang dan dengan diperjelasnya istilah untuk menjadikan Asia Pasifik ditahun 2000 menjadi daerah perdagangan yang bebas sehingga baik kita batas dunia akan semakin "kabur" (borderless) world. Hal ini jelas membuat semua kegiatan saling berpacu satu sama lain untuk mendapatkan kesempatan (opportunity) dan keuntungan (profit). Kadang

kala untuk mendapatkan kesempatan dan keuntungan tadi, memaksa orang untuk menghalalkan segala cara mengindahkan ada pihak yang dirugikan atau tidak.

Dengan kondisi seperti ini, pelaku bisnis kita jelas akan semakin berpacu dengan waktu serta negara-negara lainnya agar terwujud suatu tatanan perekonomian yang saling menguntungkan. Namun perlu kita pertanyakan apakah yang diharapkan oleh pemimpin APEC tersebut dapat terwujud manakala masih ada bisnis kita khususnya dan internasional umumnya dihinggapi kehendak saling "menindas" agar memperoleh tingkat keuntungan yang berlipat ganda. Inilah yang merupakan tantangan bagi etika bisnis kita.

Jika kita ingin mencapai target pada tahun 2000 an, ada saatnya dunia bisnis kita mampu menciptakan kegiatan bisnis yang bermoral dan beretika, yang terlihat perjalanan yang seiring dan saling membutuhkan antara golongan menengah kebawah dan pengusaha golongan keatas. Apakah hal ini dapat diwujudkan ?

Berbicara tentang moral sangat erat kaitannya dengan pembicaraan agama dan budaya, artinya kaidah-kaidah dari moral pelaku bisnis sangat dipengaruhi oleh ajaran serta budaya yang dimiliki oleh pelaku-pelaku bisnis sendiri. Setiap agama mengajarkan pada umatnya untuk memiliki moral yang terpuji, apakah itu dalam kegiatan mendapatkan keuntungan dalam ber-"bisnis". Jadi, moral sudah jelas merupakan suatu yang terpuji dan pasti memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak. Umpamanya, dalam melakukan transaksi, jika dilakukan dengan jujur dan konsekwen, jelas kedua belah pihak akan merasa puas dan memperoleh kepercayaan satu sama lain, yang pada akhirnya akan terjalin kerja sama yang erat saling menguntungkan.

Moral dan bisnis perlu terus ada agar terdapat dunia bisnis yang benar-benar menjamin tingkat kepuasan, baik pada konsumen maupun produsen. Kenapa hal perlu ini dibicarakan?

Isu yang mencuat adalah semakin pesatnya perkembangan informasi tanpa diimbangi dengan dunia bisnis yang ber "moral", dunia ini akan menjadi suatu rimba modern yang di kuat menindas yang lemah sehingga apa yang diamanatkan UUD 1945, Pasal 33 dan GBHN untuk menciptakan keadilan dan pemerataan tidak akan pernah terwujud.

Moral lahir dari orang yang memiliki dan mengetahui ajaran agama dan budaya. Agama telah mengatur seseorang dalam melakukan hubungan dengan orang sehingga dapat dinyatakan bahwa orang yang mendasarkan bisnisnya pada agama akan memiliki moral yang terpuji dalam melakukan bisnis. Berdasarkan ini sebenarnya moral dalam berbisnis tidak akan bisa ditentukan dalam bentuk suatu peraturan (rule) yang ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu. Moral harus tumbuh dari diri seseorang dengan pengetahuan ajaran agama yang dianut budaya dan dimiliki harus mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Etika Dalam Dunia Bisnis

Apabila moral merupakan sesuatu yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan etika bertindak sebagai rambu-rambu (sign) yang merupakan kesepakatan secara rela dari semua anggota suatu kelompok. Dunia bisnis yang bermoral akan mampu mengembangkan etika (patokan/rambu-rambu) yang menjamin kegiatan bisnis yang seimbang, selaras, dan serasi.

Etika sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji (good conduct) yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan. Etika di dalam bisnis sudah

tentu harus disepakati oleh orang-orang yang berada dalam kelompok bisnis serta kelompok yang terkait lainnya. Mengapa ?

Dunia bisnis, yang tidak ada menyangkut hubungan antara pengusaha dengan pengusaha, tetapi mempunyai kaitan secara nasional bahkan internasional. Tentu dalam hal ini, untuk mewujudkan etika dalam berbisnis perlu pembicaraan yang transparan antara semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, masyarakat maupun bangsa lain agar jangan hanya satu pihak saja yang menjalankan etika sementara pihak lain berpijak kepada apa yang mereka inginkan. Artinya kalau ada pihak terkait yang tidak mengetahui dan menyetujui adanya etika moral dan etika, jelas apa yang disepakati oleh kalangan bisnis tadi tidak akan pernah bisa diwujudkan. Jadi, jelas untuk menghasilkan suatu etika didalam berbisnis yang menjamin adanya kepedulian antara satu pihak dan pihak lain tidak perlu pembicaraan yang bersifat global yang mengarah kepada suatu aturan yang tidak merugikan siapapun dalam perekonomian.

Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain ialah

1. Pengendalian diri

Artinya, pelaku-pelaku bisnis dan pihak yang terkait mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Disamping itu, pelaku bisnis sendiri tidak mendapatkan keuntungan dengan jalan main curang dan menekan pihak lain dan menggunakan keuntungan dengan jalan main curang dan menakan pihak lain dan menggunakan keuntungan tersebut walaupun keuntungan itu merupakan hak bagi pelaku bisnis, tetapi penggunaannya juga harus memperhatikan kondisi masyarakat sekitarnya. Inilah etika bisnis yang "etis".

2. Pengembangan tanggung jawab sosial (social responsibility)

Pelaku bisnis disini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk "uang" dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Artinya sebagai contoh kesempatan yang dimiliki oleh pelaku bisnis untuk menjual pada tingkat harga yang tinggi sewaktu terjadinya excess demand harus menjadi perhatian dan kepedulian bagi pelaku bisnis dengan tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan yang berlipat ganda. Jadi, dalam keadaan excess demand pelaku bisnis harus mampu mengembangkan dan memanifestasikan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya.

3. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi

Bukan berarti etika bisnis anti perkembangan informasi dan teknologi, tetapi informasi dan teknologi itu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kepedulian bagi golongan yang lemah dan tidak kehilangan budaya yang dimiliki akibat adanya tranformasi informasi dan teknologi.

4. Menciptakan persaingan yang sehat

Persaingan dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, tetapi persaingan tersebut tidak mematikan yang lemah, dan sebaliknya, harus terdapat jalinan yang erat antara pelaku bisnis besar dan golongan menengah kebawah, sehingga dengan perkembangannya perusahaan besar mampu memberikan spread effect terhadap perkembangan sekitarnya. Untuk itu dalam menciptakan persaingan perlu ada kekuatan-kekuatan yang seimbang dalam dunia bisnis tersebut.

5. Menerapkan konsep “pembangunan berkelanjutan"

Dunia bisnis seharusnya tidak memikirkan keuntungan hanya pada saat sekarang, tetapi perlu memikirkan bagaimana dengan keadaan dimasa mendatang. Berdasarkan ini jelas pelaku bisnis dituntut tidak meng-"ekspoitasi" lingkungan dan keadaan saat sekarang semaksimal mungkin tanpa mempertimbangkan lingkungan dan keadaan dimasa datang walaupun saat sekarang merupakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan besar.

6. Menghindari sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi dan Komisi)

Jika pelaku bisnis sudah mampu menghindari sikap seperti ini, kita yakin tidak akan terjadi lagi apa yang dinamakan dengan korupsi, manipulasi dan segala bentuk permainan curang dalam dunia bisnis ataupun berbagai kasus yang mencemarkan nama bangsa dan negara.

7. Mampu menyatakan yang benar itu benar

Artinya, kalau pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk menerima kredit (sebagai contoh) karena persyaratan tidak bisa dipenuhi, jangan menggunakan "katabelece" dari "koneksi" serta melakukan "kongkalikong" dengan data yang salah. Juga jangan memaksa diri untuk mengadakan “kolusi" serta memberikan "komisi" kepada pihak yang terkait.

8. Menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha kebawah

Untuk menciptakan kondisi bisnis yang "kondusif" harus ada saling percaya (trust) antara golongan pengusaha kuat dengan golongan pengusaha lemah agar pengusaha lemah mampu berkembang bersama dengan pengusaha lainnya yang sudah besar dan mapan. Yang selama ini kepercayaan itu hanya ada antara pihak golongan kuat, saat sekarang sudah waktunya memberikan kesempatan kepada pihak menengah untuk berkembang dan berkiprah dalam dunia bisnis.

9. Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama

Semua konsep etika bisnis yang telah ditentukan tidak akan dapat terlaksana apabila setiap orang tidak mau konsekuen dan konsisten dengan etika tersebut. Mengapa? Seandainya semua ketika bisnis telah disepakati, sementara ada "oknum", baik pengusaha sendiri maupun pihak yang lain mencoba untuk melakukan "kecurangan" demi kepentingan pribadi, jelas semua konsep etika bisnis itu akan "gugur" satu semi satu.

10. Menumbuhkembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati

Jika etika ini telah memiliki oleh semua pihak, jelas semua memberikan suatu ketentraman dan kenyamanan dalam berbisnis.

11. Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan

Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dari etika bisnis tersebut, seperti "proteksi" terhadap pengusaha lemah.

Kebutuhan tenaga dunia bisnis yang bermoral dan beretika saat sekarang ini sudah dirasakan dan sangat diharapkan semua pihak apalagi dengan semakin pesatnya perkembangan globalisasi dimuka bumi ini.

Dengan adanya moral dan etika dalam dunia bisnis serta kesadaran semua pihak untuk melaksanakannya, kita yakin jurang itu akan dapat diatasi, serta optimis salah satu kendala dalam menghadapi tahun 2000 dapat diatasi.

III. DUNIA BISNIS

Perubahan perdagangan dunia menuntut segera dibenahinya etika bisnis agar tatanan ekonomi dunia semakin membaik. Langkah apa yang harus ditempuh? Didalam bisnis tidak jarang berlaku konsep tujuan menghalalkan segala cara. Bahkan tindakan yang berbau kriminal pun ditempuh demi pencapaian suatu tujuan. Kalau sudah demikian, pengusaha yang menjadi pengerak motor perekonomian akan berubah menjadi binatang ekonomi.

Terjadinya perbuatan tercela dalam dunia bisnis tampaknya tidak menampakan kecenderungan tetapi sebaliknya, makin hari semakin meningkat. Tindakan mark up, ingkar janji, tidak mengindahkan kepentingan masyarakat, tidak memperhatikan sumber daya alam maupun tindakan kolusi dan suap merupakan segelintir contoh pengabdian para pengusaha terhadap etika bisnis.

Secara sederhana etika bisnis dapat diartikan sebagai suatu aturan main yang tidak mengikat karena bukan hukum. Tetapi harus diingat dalam praktek bisnis sehari-hari etika bisnis dapat menjadi batasan bagi aktivitas bisnis yang dijalankan. Etika bisnis sangat penting mengingat dunia usaha tidak lepas dari elemen-elemen lainnya. Keberadaan usaha pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis tidak hanya mempunyai hubungan dengan orang-orang maupun badan hukum sebagai pemasok, pembeli, penyalur, pemakai dan lain-lain.

Sebagai bagian dari masyarakat, tentu bisnis tunduk pada norma-norma yang ada pada masyarakat. Tata hubungan bisnis dan masyarakat yang tidak bisa dipisahkan itu membawa serta etika-etika tertentu dalam kegiatan bisnisnya, baik etika itu antara sesama pelaku bisnis maupun etika bisnis terhadap masyarakat dalam hubungan langsung maupun tidak langsung.

Dengan memetakan pola hubungan dalam bisnis seperti itu dapat dilihat bahwa prinsip-prinsip etika bisnis terwujud dalam satu pola hubungan yang bersifat interaktif. Hubungan ini tidak hanya dalam satu negara, tetapi meliputi berbagai negara yang terintegrasi dalam hubungan perdagangan dunia yang nuansanya kini telah berubah. Perubahan nuansa perkembangan dunia itu menuntut segera dibenahinya etika bisnis. Pasalnya, kondisi hukum yang melingkupi dunia usaha terlalu jauh tertinggal dari pertumbuhan serta perkembangan dibidang ekonomi. Jalinan hubungan usaha dengan pihak-pihak lain yang terkait begitu kompleks. Akibatnya, ketika dunia usaha melaju pesat, ada pihak-pihak yang tertinggal dan dirugikan, karena peranti hukum dan aturan main dunia usaha belum mendapatkan perhatian yang seimbang.

Salah satu contoh yang selanjutnya menjadi masalah bagi pemerintah dan dunia usaha adalah masih adanya pelanggaran terhadap upah buruh. Hal lni menyebabkan beberapa produk nasional terkena batasan di pasar internasional. Contoh lain adalah produk-produk hasil hutan yang mendapat protes keras karena pengusaha Indonesia dinilai tidak memperhatikan kelangsungan sumber alam yang sangat berharga.

Etika Bisnis (2)
Ibarat sebuah mobil, laju mobil penting untuk dapat mengantarkan penumpangnya ke tempat tujuan. Mobil melaju karena injakkan pedal gas pengemudinya dan berhenti kerena injakan pedal rem. Injakan pedal gas mobil diperlukan agar mobil dapat melaju dan injakan pedal rem diperlukan agar mobil melaju dengan selamat. Begitu pula sebuah perusahaan bergerak karena beraksinya sumber daya manusia bersama-sama sumberdaya yang lain. Agar aksi manajemen perusahaan berjalan selamat perlu memperhatikan etika

bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika dan tanggung jawab sosial perupakan rem perusahaan agar berkerja tidak bertabrakan dengan pemegang kepentingan perusahaan, seperti pelanggan, pemerintah, pemilik, kreditur, pekerja dan komunitas atau masyarakat.

Hubungan yang harmonis dengan pemegang kepentingan akan menghasilkan energi positif buat kemajuan perusahaan.
Firma Dan Masyarakatan
[image: image9.emf]
Alasan Atas Kode Etik
1. Meningkatkan kepercayaan publik pada bisnis.

2. Berkurangnya potensial regulasi pemerintah yang dikeluarkan sebagai aktivitas kontrol.

3. Menyediakan pegangan untuk dapat diterima sebagai pedoman.

4. Menyediakan tanggungjawab atas prilaku yang tak ber-etika.

Pertimbangan  Tanggung Jawab Sosial
1. Pelanggan (Customers)

2. Pekerja (Employees)

3. Pemegang saham (Stockholders)

4. Kreditur (Creditors)

5. Masyarakat (Communities)
Tanggung Jawab Sosial Kepada Pelanggan ( Social Responbility To Customers )
1. Bagaimana Memastikan Tanggung jawab Bisnis :

· Tetapkan kode etika.

· Monitor keluhan pelanggan.

· Memperoleh umpan balik pelanggan

2. Bagaimana memastikan tanggungjawab Pemerintah :

· Peraturan Keamanan Produk.

· Peraturan Periklanan.

· Peraturan Persaingan Industri.
Tanggung Jawab Sosial Kepada Pekerja ( Social Responbility To Employees )
1. Keamanan Pekerja (Employee Safety)
Memastikan Tempat kerja yang aman bagi pekerja.

2. Perlakuan pekerja

Memastikan tidak ada diskriminasi.

3. Kesamaan kesempatan (Equal Opportunity)

Kesamaan Kesempatan/Hak sipil

4. Bagaimana memastikan tanggung jawab Bisnis :

· Keluhan Prosedur.

· Kode etik.

· UU Ketenaga kerjaan

Tanggung Jawab Sosial Kepada Kreditor ( Social Responsibility To Creditors )
1. Kewajiban Keuangan.

2. Informasikan kreditur jika mempunyai permasalahan keuangan

Tanggung Jawab Sosial Kepada Lingkungan (Social Responsibility To The Environment )
1. Pencegahan polusi udara:

· Peninjauan kembali proses produksi.

· Petunjuk Penyelenggaraan pemerintah

2. Pencegahan polusi daratan:

· Peninjauan kembali proses produksi dan pengemasan.

· Menyimpan dan mengirim barang sisa beracun ke lokasi pembuangan

Tanggung Jawab Sosial Kepada Masyarakat (Social Responsibility To Community )
1. Sponsori peristiwa masyarakat lokal.

2. Sumbangkan kepada masyarakat tidak mampu.

Rangkaian pembahasan mengenai UU No. 40 Tahun 2007
Satu hal yang cukup menarik dari UU No. 40/2007 diatur secara khusus adalah adanya aturan mengenai Tanggung jawab sosial dan lingkungan . Hal ini diatur secara khusus dalam pasal 74 UU No. 40/2007. Dalam pasal tersebut, secara khusus ditegaskan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan“.

Mengenai hal tersebut beberapa kali di tanyakan oleh peserta seminar khususnya mengenai  apakah kriteria suatu perusahaan yang berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial tersebut.  Mengenai hal tersebut, sepanjang yang saya tahu, belum ada aturan pelaksanaan (sebagaimana yang dijanjikan dalam pasal 74 ayat 4) yang menetapkan kriteria secara detail mengenai jenis perusahaan yang seperti apa yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial tersebut.

Jika dilihat secara kontekstual, maka menurut pendapat saya, perusahaan yang dibebani tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah perusahaan yang tujuan dan kegiatannya melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam, seperti halnya perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan, eksplorasi laut dan lepas pantai, kehutanan, perkebunan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang termasuk dengan kriteria “yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perusahaan yang salah satu produknya merupakan hasil modifikasi ataupun turunan atau komponennya menggunakan hasil-hasil dari alam, contohnya: perusahaan furniture yang menjual perabotan dari kayu, rotan, bambu, yang jika diperluas bisa juga menjadi perusahaan yang salah satu komponennya menggunakan sumber alam, seperti perusahaan industri air minum kemasan, atau industri-industri yang menggunakan minyak tanah, batubara, gas alam dll sebagai salah satu bahan yang bakar industrinya, dimana walaupun tidak berkaitan dengan eksplorasi secara langsung, namun “memiliki dampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam”.  Hal tersebut sesuai dengan penjelasan pasal 74 ayat 1 UU No. 40/2007.

Bentuk tanggung jawab sosial tersebut bisa bermacam-macam, namun menurut saya yang paling utama adalah melakukan “penyelamatan” terhadap sumber daya alam yang semakin lama semakin terganggu keseimbangannya. 
Pemerintah mulai merasakan hal tersebut sebagai suatu urgensi, mengingat dampak tersebut berkaitan pula dengan  “hajat hidup orang banyak”. Penyelamatan  sumber daya alam tersebut antara lain bisa berupa reboisasi lingkungan, pencarian alternatif energy pengganti selain dari alam, riset dan teknologi untuk menekan dampak kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya.

Pasal 74 tersebut menurut saya memiliki filosofi yang mendalam, karena tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab lingkungan, tapi juga tanggung jawab sosial atau yang sering di terjemahkan sebagai CSR (company’s sosial responsiblity). Apakah bentuk tanggung jawab sosial tersebut? Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti membantu dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan masyarakat di sekitar perusahaan, melakukan aksi-aksi sosial dan kemanusiaan, mengedukasi masyarakat dengan berbagai pengetahuan yang bermanfaat, program kemitraan antara pengusaha kecil dan pengusaha besar dan lain-lain. Dengan demikian, saya pikir tidak hanya perusahaan yang berkaitan dengan pengerahan sumber daya alam dan hasil-hasilnya saja yang memiliki tanggung jawab demikian, melainkan seluruh bidang usaha bisa dikaitkan dengan hal tersebut.

Mengenai dampak kerusakan terhadap lingkungan ini, Oleh karena itu, menurut saya tanggung jawab sosial terhadap kelestarian alam dan lingkungan hidup berada di tangan kita semua. Jika belum sanggup untuk langkah yang besar, kita mulai saja dari langkah yang kecil. Hal itu bisa dimulai dari lingkungan terdekat di sekitar kita saja. Mari kita bersama-sama untuk mencari solusi yang paling tepat untuk mengurangi bahkan mencegah perusakan lingkungan. Demikian pula tanggung jawab untuk bahu membahu memberantas kemiskinan dan kebodohan di negara kita.

Kesimpulan

Berbicara soal etika bisnis, kita masuk pada pembicaraan yang sifatnya abstrak. Ada dua hal yang perlu kita mengerti sebelumnya, pertama kata ETIKA, dan kedua BISNIS. Etika, merupakan seperangkat kesepakatan umum untuk mengatur hubungan antar orang per orang atau orang per orang dengan masyarakat, atau masyarakat dengan masyarakat lainya. Pengaturan tingkah laku ini perlu agar terjadi hubungan yang tidak saling merugikan di antara orang per orang, atau antara orang per orang dengan masyarakat, atau antara kelompok kelompok dalam masyarakat. Etika yang kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis, maka lahirlah kebijakan yang berupa: undang-undang, hukum, peraturan, dsb. Namun selain yang tertulis, terdapat juga yang bersifat tak tertulis. Bentuk tak tertulis tersebut berupa kesepakatan umum dalam masyarakat atau kelompok masyarakat. Kesepakatan ini kemudian lebih dikenal dengan etiket, sopan santun, dsb.
Semua bentuk masyarakat atau kelompok masyarakat memilliki perangkat aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perangkat aturan tersebut bertujuan menjamin berlangsungnya hubungan antar anggotanya terjalin baik. Hal yang sama juga terjadi dalam dunia bisnis. Di dunia bisnis terdapat pula seperangkat aturan yang mengatur relasi antar pelaku bisnis. Perangkat aturan ini dibutuhkan agar relasi bisnis yang terjalin berlangsung dengan “fair”. Perangkat aturan itu berupa Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dll. Perangkat-peangkat tersebut mengatur secara internal dunia bisnis. Bagaimana melakukan bisnis, berhubungan dengan sesama pelaku

bisnis, Dalam kerangka yang lebih luas sering kita kenal, apa yang disebut dengan code of conduct, iso,dll. Dalam beberapa tahun terakhir kita juga kenal dengan istilah Global Compact, Decent Works, Company Social Responsibility, yang bertujuan mengatur agar pelaku bisnis selain menjalankan bisnisnya dengan “fair” dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Lingkungan tersebut adalah: masyarakat sekitar, lingkungan, dan Hak-hak azasi manusia. Kita ambil contoh Global Compact memiliki pedoman umum dalam mengaplikasikannya. Berikut ini adalah perangkat kebijakan Global Compact:

1. Bisnis semestinya mendukung dan menghargai proteksi HAM yang telah dideklarasikan secara internasional;

3. Memastikan bahwa tidak terlibat dalam eksploitasi HAM;

4. Bisnis semestinya mendukung kebebasan berserikat dan menghargai hak untuk

berunding secara kolektif;

5. Penghapusan semua bentuk kerja paksa;

6. Penghentian secara efektif keterlibatan pekerja anak;

7. Penghapusan diskriminasi dalam kesempatan dan jenis pekerjaan;

8. Bisnis semestinya mendukung pendekatan pembatasan pelanggaran lingkungan;

9. Mengambil inisiatif untuk lebih bertanggung-jawab terhadap lingkungan;

10. Mendukung pengembangan dan distribusi teknologi yang akrab lingkungan;

11. Anti korupsi.

Menilik apa yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Global Compact tersebut, secara tegas dicantumkan pelarangan terhadap pelanggaran atas Hak Azasi Manusia(HAM). Pelaku bisnis dituntut untuk menghargai HAM, entah itu dalam lingkungan bisnis internal, maupun eksternal. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, mengapa harus mengikuti berbagai ketentuan yang kadang dirasa justru menghambat pelaku bisnis dalam

menjalankan bisnisnya?

Secara prinsip, kegiatan bisnis dilaksanakan dan ditujukan oleh dan untuk manusia. Maka perangkat aturan secara prinsip mengatur agar manusia tidak menjadi korban dari kegiatan bisnis. Standard etis, seperti dicantumkan oleh Global Compact perlahan menjadi kesadaran umum para pelaku bisnis. Dalam kerangka Indonesia, mau tidak mau perangkat-perangkat kebijakan tersebut menjadi sebuah keharusan untuk dilaksanakan, baik itu kebijakan dari Indonesia, maupun kebijakan yang sifatnya global, dan menjadi “semacam standard” internasional. Apabila pelaku bisnis Indonesia mengabaikan pelbagai kebijakan tersebut, maka dampaknya akan merugikan para pelaku bisnis sendiri.

Etika bisnis menjadi dasar pelbagai kebijakan yang baik yang sifatnya “khas Indonesia” maupun yng sifatnya “global”.

Pelanggaran etika bisnis itu dapat melemahkan daya saing hasil industri dipasar internasional. Ini bisa terjadi sikap para pengusaha kita. Lebih parah lagi bila pengusaha Indonesia menganggap remeh etika bisnis yang berlaku secara umum dan tidak pengikat itu.

Kecenderungan makin banyaknya pelanggaran etika bisnis membuat keprihatinan banyak pihak. Pengabaian etika bisnis dirasakan akan membawa kerugian tidak saja buat masyarakat, tetapi juga bagi tatanan ekonomi nasional. Disadari atau tidak, para pengusaha yang tidak memperhatikan etika bisnis akan menghancurkan nama mereka sendiri dan negara.

Untuk hand Out Perkulihan
Etika bisnis (Kaitan Etika dan Bisnis)

Pertanyaan : apakah antara bisnis dan etika ada hubungan? Adakah etika bisnis?

Ada dua pandangan :

1. Antara bisnis dan etika tidak ada hubungan sama sekali 

· Pandangannya : Dalam bisnis orang menyibukkan diri dengan jual-beli, mmebuat produk dan menawarkannya untuk mendapat untung, tapi orang tidak berurusan dengan etika atau moralitas.

· Ungkapan-ungkapan yang senada dengan istilah diatas, oleh Richard T. De George disebut sebagai “ Mitos Bisnis Amoral” (bukan immoral)

· Dasar pemikirannya 

· Bisnis sama dengan judi

· Bisnis punya aturan sendiri

· Yang mematuhi aturan moral dalam bisnis akan merugi dan tersingkir

· Argumen pendukung

· Jika suatu praktek secara legal diterima maka secara etis juga diterima

· Jika praktek itu begitu umum, maka diangap sebagai ‘norma’ mengikat yang berlaku umum.

2. Prinsip Etika berlaku dalam bisnis

· Bisnis tidak seratus persen sama dengan judi 

· Sama dengan judi : berani mengambil resiko, berani berspekulasi, berani bertaruh

· Beda dengan judi : yang dipertaruhkan dalam bisnis jauh lebih luas dan dalam

· Tidak benar bisnis punya aturan sendiri lepas dari aturan sosial masyarakat pada umumnya. Alasannya:

· Bisnis adalah bagian aktivitas penting dari masyarakat

· Bisnis adalah kegiatan antar manusia

· Maka etika diperlukan sebagai pemberi arah keputusan dan tindakan

· Tidak benar bahwa yang mematuhi aturan moral dalam bisnis akan merugi dan tersingkir dari persaingan

· Bisnis yang sukses adalah bisnis yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral

· Harus dibedakan antara legalitas dan moralitas

· Etika tidak sama dnegan ilmu empiris 

· Dalam kondisi tertentu dibenarkan adanya penyimpangan dari segi etika, tapi tidak berarti bisnis tidak mengenal etika

· Berbagai aksi protes yang terjadi dimana-mana menunjukkan bahwa banyak orang menghendaki dan mendambakan agar bisnis dijalankan secara baik serta tetap mengindahkan norma-norma etika

Prinsip – Prinsip etika bisnis

· Prinsip otonomi 

· Prinsip kejujuran

· Prinsip berbuat baik (positif) dan prinsip tidak berbuat jahat (negatif)

· Prinsip keadilan : adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban

· Prinsip hormat pada diri sendiri

Masalah yang dihadapi dalam dunia bisnis

· Standar moral para pelaku bisnis masih sangat lemah

· Pada tingkat perusahaan sering terjadi konflik kepentingan

· Tidak atau belum adanya organisasi profesi bisnis dan manajemen yang berfungsi menegakkan kode etik bisnis dan manajemen

· Peralihan dari masyarakat sedang berkembang menuju masyarakat maju

· Adanya ketidak stabilan politik dalam negeri

Etika Bisnis (tanggung jawab Sosial Perusahaan)

Status perusahaan 

· Status Legal : suatu badan hukum, yang memiliki sejumlah hak kewajiban

· Pertanyaan : adakah tanggung jawab sosial moral perusahaan

· Perusahaan sebagi ”pribadi” artifisial mungkin mempunyai tanggung jawab(legal dan sosial)

· Tanggung jawab sosial perusahaan, menurut Theodora Levitt, dibedakan: 

· Tanggung jwab ekonomi : memperbesar usaha dan mendapatkan keuntungan

· Tanggung jawab sosial : urusan negara

Persoalan : dalam rangka memenuhi tanggung jawab ekonominya, terdapat konsekuensinya, yang dari segi sosial dapat merugikan masyarakat.

Argumen penentang adanya tangung jawab sosial perusahaan

· Tujuan bisnis = mengejar keuntungan sebesar-besarnya :perlu efisiensi

· Membuat perhatian terpecah (target ekonomi dan sosial)

· Biaya keterlibatan social akan memberatkan masyarakat

· Bisnis sudah memiliki kekuatan yang memadai, tidak perlu dukungan 

· Kurangnya tenaga terampil untuk memenuhi aneka kebutuhan sosial

· Sulit mmebuat pilihan moral dalam menjalankan tanggung jawab sosial

Argumen pendukung perlunya tanggung jawab sosial

· Kebutuhan dan harapan masyarakat mengalami perubahan 

· Semua manusia mempunyai tanggung jawab sosial moral (kewajiban moral)

· Bisnis tidak boleh hanya sekedar mengeksploitasi sumber daya yang terbatas

· Bisnis akan lebih bisa berkembang dalm lingkungan sosial yang lebih baik

· Untuk mengimbangi kekuasan bisnis yang sudah begitu besar

· Bisnis memilki sumbersumber daya yang berguna bagi kehidupan sosial

· Untuk menjamin keuntungan bisnis jangka panjang

Isi tanggung jawab sosial

Terhadap relasi primer : memenuhi semua kewajiban terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dengan bisnis kita. 

Terhadap relasi sekunder : bertanggung jawab atas operasi dan dampak bisnis kita terhadap masyarakat dan lingkungan sosial pada umumnya.

Tanggung jawab terwujud dalam dua bentuk

· Positif : Melakukan kegiatan-kegiatan yang bukan didasarkan pada pertimbangan untung rugi, melainkan didasarkan pada pertimbangan demi kesejahteraan sosial.

· Negatif : Bisnis menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, yang sebetulnya menguntungkan dari segi bisnis, tapi dari segi sosial merugikan kepentingan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Dari segi etika, tanggung jawab bisnis scara negatif, harus dilaksanakan yang cara positif tidak wajib

Akan tetapi, sejauh mampu dari segi ekonomi, maka dia wajib secara moral untuk sosialnya dengan cara positif

Luas dan jangkauan serta isi konkret dari tanggung jawab ini, diserahkan kepada pelaku bisnis itu sesuai situasi konkret yang dihadapinya.

Etika bisnis (kewajiban karyawan dan perusahaan)

Kewajiban karyawan terhadap perusahaan

1. Tiga kewajiban utama :

· Kewajiban ketaatan : Mematuhi semua aturan dan perintah serta petunjuk yang wajar dari atasannya

· Konfidensialitas : wajib menyimpan informasi konfidensial yang telah diperoleh dalam menjalankan suatu profesi

· Kewajiban loyalitas : mendukung tujuan perusahaan dan menghindari segala sesuatu yang merugikan kepentingan perusahaan

Kesulitan utama disini : adanya conflict of interst = konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaan

2. Melaporkan kesalahan perusahaan?

Bila seseorang karyawan mengetahui terjadinya hal-hal yang tidak etis dalm perusahaan, bolehkah dia atau bahwak wajib melaporkannya kepada instansi lain diluar perusahaan? Dia melanggar kewajiban loyalitas atau tidak?

Syarat-syarat yang harus dipenuhi  bagi pembenaran moral atas hal itu :

· Kesalahan perusahaan haru besar

· Semua fakta tentang kesalahan harus jelas dan diketahui dengan baik

· Pelaporan dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kerugian

· Pemecahan masalah secara intern harus sudah ditempuh lebih dahulu 

· Harus ada kemungkinan real bahwa pelaporan ini membawa sukses

Kewajiban perusahaan terhadap karyawan 

1. Tidak boleh mempraktekkan diskriminasi

· Membedakan karyawan dengan alasan yang tidak relevan

· Alasan tidak boleh diskriminasi

· Diskriminasi dan favoritisme (kecenderungan mengistimewakan orang tertentu)

2. Menjamin kesehatan dan keselamatan kerja

Keselamatan kerja : adanya keamanan = bebas dari resiko kecelakaan

Kesehatan kerja : tempat kerja sehat = bebas dari gangguan kesehatan

Faktor keselamatan kerja : umumnya bersifat langsung

Faktor kesehatan kerja : menyangkut jangka panjang

· Pertimbangan eris pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja?

· Sangkalan / pembelaan diri dari perusahaan

· Kecelakaan atau kerugian si pekerja tidak secara langsung disebabkan oelh perusahaan

· Si pekerja menerima resko kerja denga sukarela

Masalah : kerugian yang bukan dialami langsung oleh si pekerja, tapi keturunannya. Siapa yang bertanggung jawab?

Kesimpulan : syarat yang harus dipenuhi supaya resiko kesehatan dan keselamatan kerja, dapat diterima :

· Harus tersedia pekerjaan alternatif

· Para pekerja diberi informasi memadai tentang resiko kerja itu

· Pekerja sukarela dan tanpa paksaan memilih menerima resiko tersebut

· Mereka harus diberi imbalan ekstra untuk mengimbangi resiko

· Perusahaan wajib meminimalkan resiko bagi sipekerja 

· Produk yang dikerjakan berguna bagi masyarakat luas

3. Memberi gaji yang adil

· Dua pandangan tentang gaji :

· Liberalistis : upah/gaji = imbalan bagi prestasi

· Sosialistis : Gaji harus sesuai dengan kebutuhan pekerja

· 6 faktor penting dalam mempertimbangkan gaji yang adil

· Upah minimum (sesuai hukum)

· Upah yang lazim dalam sektor industri atau daerah tertentu

· Kemampuan perusahaan

· Sifat khusus pekerjaan tertentu

· Perbandingan dengan upah/gaji lain dalam perusahaan

· Perundingan upah yang fair

· Masalah khusus : senioritas, pembayaran khusus dan kenaikan gaji yang dirahasiakan

Etika lingkungan hidup 

Alam di ambang kepunahan

· Dibanyak negara terjadi erosi tanah yang semakin parah

· Permukaan air tanah di bberapa tempat di dunia mengalami enurunan

· Antara sekarang dang tahun 2050 suhu udara diperkirakan akan naik antara 1.5 sampai 4.5 derajat celcius

· Lapisan ozon menunjukkan gejala nyata telah mengalami kerusakan

· Jumlah penduduk dunia msih terus bertambah

· Hubungan ekonomi inernasional berperan pula dalam kerusakan lingkungan

· Indonesia tidak luput dari masalah lingkungan yang berat

· Dengan keyataan-kenyataan diatas maka masalah lingkungan sudah menjadi masalah serius bagi umat manusia.

Pola pendekatan yang merusak

· Eksploitasi alam : pendekatan bersifat teknokaratis egosentris

· Pencemaran lingkungan

· Dalam bidang ekonomi modern

· Dalam bidang hidup sehari-hari

Dampak pendekatan yang merusak

· Merusak kelestarian biosfer : merusak keseimbangan dan keutuhan kehidupan di bumi di dalamnya manusia.

· Mengancam generasi yang akan datang : merusak apa yang menjadi hak mereka

Tantangan etika mengubah sikap

· Perlu dibangun kesadaran moral akan niali ontologis segenap makhluk hidup

· Manusia hrus segera mengubah sikapnya terhadap alam. Piet Leenhouwers (seorang guru besar filsafat di tilburg dan eindhoven) menegaskan : manusia harus mundur selangkah, dari raja despotis semesta alam, pusat dunia dan kosmos, menjadi hamba, sebagai bertanggungjawab, yang juga tergantung dari kosmos (dari egosentris ke ekosentrisme)

· Dua sikap ekstrim harus ditolak :

· Memandang dan memperlakukan alam sejauh berguna bagi manusia dan menguasainya sejauh dimungkinkan oleh kemampuan teknologi semata

· Faham ’mistisisme alam’ : alam tidak boleh diapa-apakan

· Sikap yang tepat terhadap alam ini dapat dirumuskan begini :

· Menguasai secara berpartisipasi, menggunakan sambil memelihara

· Menguasai dalam arti tidak mengambil posisi sebagai pihak luar dari alam atau yang berada diatasnya

Pembangunan dan pelestarian lingkungan

Kita tidak dihadapkan pada pilihan atau pembangunan atau lingkungan. Kedua-duanya harus tetap dlaksanakan dalam hubungan saling mendukung. Yang kita usahakan ialaah pembangunan yang terlanjutkan (sustainable).

Dua acuan tanggung jawab

· Keutuhan biosfer : Campur tangan kita terhadap alam harus tetap menjaga kelestarian semua proses kehidupan yang terus berlangsung didalamnya

· Keselamatan generasi yang akan datang :  kita punya kewajiban besar dan berat untuk mewariskan ekosistem bumi ini dalam keadaan baik kepada generasi mendatang

Tindakan praktis

· Harus belajar menghormati alam

· Menganggap lingkungan seperti rumah sendiri

· Menggunakan dan melestarikannya

· Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan

Tugas Membuat Proposal
Major Activities in Preparing the Systems Proposal

· Acquiring Hardware and Software

· Identifying and Forecasting Costs and Benefits

· Cost/Benefits Analysis

Acquiring Hardware and Software
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Identifying and Forecasting Costs and Benefits

· Forecasting Costs and Benefits

· Analysis of Time Series Data (when the historical data available);

· Estimation of Trends:

· Graphical judgment;

· The methods of least squares;

· Find the best fitting line from distribution.

· Moving averages;

· Find the average from a periodic of time lag.

Identifying Benefits and Costs

· Tangible Benefits

· Measurable Advantages,

· Ex.: increasing the speed of processing, efficiency

· Intangible Benefits

· Difficult to measure. 

· Include improving the decision-making process, enhancing accuracy, becoming more competitive in customer services, etc;

Identifying Benefits and Costs

· Tangible Costs

· Ex.: Cost of equipment, cost of resources, costs of systems analysis’s time.

· Intangible Costs

· Ex.: Cost of losing competitive; losing of reputation; 

Comparing Cost and Benefits

· Break-even Analysis
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Comparing Cost and Benefits

· Pay-back
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Comparing Cost and Benefits

Cash-flow Analysis
	
	Year 1

Quarter 1
	Quarter 2
	Quarter 3
	Quarter 4
	Year 2

Quarter 1

	Revenue
	5,000
	20,000
	24,960
	31,270
	39,020

	Software Development
	10,000
	5,000
	 
	 
	 

	Personnel
	8,000
	8,400
	8,800
	9,260
	9,700

	Training
	3,000
	6,000
	
	 
	 

	Equipment Lease
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000

	Supplies
	1,000
	2,000
	2,200
	2,420
	2,660

	Total Cost
	26,000
	27,400
	17,370
	18,670
	20,090

	Cash-Flow
	-21,000
	-7,400
	7,590
	12,600
	18,930

	Cumulative Cash-Flow
	-21,000
	-28,400
	-20,810
	-8,210
	10,720


Comparing Cost and Benefits

· Present Value

· 1/(1+ i)n  i = discount rate, n is period 

	I = .12

N = 6
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	Total

	Cost
	40,000
	42,000
	44,100
	46,300
	48,600
	51,000
	272,000

	Multiplier
	.89
	.80
	.71
	.64
	.57
	.51
	

	Value of Costs
	35,600
	33,600
	31,311
	29,632
	27,702
	26,010
	183,855

	Benefits
	25,000
	31,200
	39,000
	48,700
	60,800
	76,000
	280,700

	Multiplier
	.89
	.80
	.71
	.64
	.57
	.51
	

	Value of Benefits
	22,250
	24,960
	27,690
	31,168
	34,656
	38,760
	179,484


Guidelines for Analysis

· Use break-even analysis if the project needs to be justified in terms of cost, not benefits; or if benefits do not substantially improve with the proposed system

· Use payback when the improved tangible benefits from a convincing argument for the proposed system.

· Use cash-flow analysis when the project is expensive, relative to the size of the company; or when the business would be significantly affected by a large drain (even if temporary) on funds.

· Use present value when the payback period is long, or when the cost of borrowing money is high.
Organizing the systems proposal 

· Cover Letter

· Title page of proposal

· Table of Contents

· Executive summary (including recommendation)

· Outline of system study with appropriate documentation

· Detailed results of system study

· System Alternative

· System Analyst’s recommendation

·  Summary

· Appendices
Project Proposal 

Proposal Proyek Perangkat Lunak 

( Strategi/gambaran system kerja, dokumen detail, jadwal, uraian & prototipe

Beberapa point penting:

1. Bisnis need dan objektif ( kebutuhan bisnis sekarang ( ex. merubah kebiasaan masyarakat, ekonomi baru berdasarkan network (kemudahan informasi), kekuatan masyarakat (keahlian dalam IT)

2. Bisnis scope ( ruang lingkup yang akan dikerjakan ( terdiri dari: analisa infrastruktur IT, analisa bisnis proses, establish project scope, establish plan step by step, establish schedule dan budget ( ex. bagan internet data senter (pusat operasi, data senter, union member database, database), bagan smart card system, bagan e-commerce/perdagangan secara elektronik (e-payment, e-procurement ( payment system store) 

3. Visi ( gambaran total/tujuan paling awal ( ex. bisa merealisasikan ekonomi berbasis jaringan

4. Company Profile

Company overview ( hal yang pernah dikerjakan agar costumer percaya

Bisnis area ( ex. consulting, maintenance, develop, operation

Referensi ( yang pernah dikerjakan akhir-akhir ini, succes story

5. Bisnis Strategi

· Bencmark ( best practice analysis ( studi kelayakan (infrastruktur, orang, biaya)

· Perencanaan ( set scope, set project, budgeting, set survey

· Do ( ex. data base, Integrated Data Center, smart card, e-commerce, payment system

6. Project planning

· Planning ( fase 1 (desain IDC) ( fase 2 (e-commerce) ( fase 3 (payment sistem)

· Struktur detail perusahaan ( preparing (environment) ( analysis AS/IT (proses/infrastruktur)( defining to be model ( planning work

· Teknologi ( total system overview, data center ( kumpulan CPU, data base, e-commerce & smart cart ( peluang teknologi yang bisa dikembangkan

7. Construction strategy

Total service ( optimize proposal ( improve reability ( close partnership

deskripsi proposal: membaca organisasi ( kasus ( detail ( strategi ( aplikasi / hardware ( example step by step.

Proyek Software Berdasarkan Kondisi System: 

1. otomatisasi ( manual orang & keahlian ( system

2. proses improvement ( kontinu project sebelumnya

3. bisnis project reengineering ( perubahan bisnis proses & organisasi ( system

Detail dokumen:

1. Master plan IT (information system planning) ( criteria ( blueprint, service, schedule, cara teknis/panduan

2. Project proposal ( cara / strategi implementasi

IT bersifat borderless ( tidak ada batasan so baca the word is flat (Thomas fredman) ( look bisnis google (ad sense ( web yang link google, angka akses web fantastic)

Intangible ( susah dihitung

Resiko yang paling serius adalah kegagalan mengukur manfaat:

1. waktu

2. tenaga kerja

3. ketelitian ( jumlah eror yang bisa dieliminir

4. hasil 

5. volume

6. keterlibatan SDM ( kompetensi

Basic implementasi IT ( dimulai dari penataan/pemahaman ke orang ( penetapan rule dan etika ( buat wadah organisasi ( implementasi IT

Solusi buat prioritas, gunakan jembatan (agen)

Permasalah e-gov

Top-down approach( eksekutive ( model populasi ( model manusia ( model kebiasaan 
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